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Lampiran 9 
Panduan dan pedoman wawancara  

INFORMED CONSENT 

Selamat pagi/siang/sore…………………. 
 
Saya Fransiska Dwi Hapsari, Mahasiswa S2 Fakultas Kesehatan 

Masyarakat, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas 

Hasanuddin, yang saat ini sedang menyusun tugas akhir (Tesis) dengan 

judul penelitian yaitu “Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Pada 

Anak Usia 6-11 Tahun Di Kota Banjarmasin”. 

Untuk itu saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr……………………………… 

untuk membantu memberikan informasi sehubungan dengan topik 
penelitian saya. Metode pengambilan informasi dalam penelitian ini dengan 

cara wawancara secara mendalam dan menggunakan alat perekam suara 

dan alat dokumentasi (kamera). Adapun informasi yang saya dapatkan, 

saya hanya gunakan dalam keperluan penelitian saya serta menjaga 

kerahasiaan identitas Bapak/Ibu dengan nama inisial. 

Atas bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. 
 
 
 

Banjarmasin, Oktober 2022 
Peneliti 
 
 

Fransiska Dwi Hapsari 



 

 
 
 

 

LEMBAR KESEDIAAN MENJADI INFORMAN 
 
 
No Urut : ....…………………………............. 
Nama Informan : ....…………………………............. 
Umur : ....…………………………............. 
Jenis kelamin : ....…………………………............. 
Jabatan : ....…………………………............. 
Instansi : ....…………………………............. 
No. Telp/Hp : ....…………………………............. 
 
 
 
Dengan ini saya menyatakan persetujuan untuk berpartisipasi sebagai 
informan dalam penelitian ini tentang “Implementasi Kebijakan Vaksinasi 

Covid-19 Pada Anak Usia 6-11 Tahun Di Kota Banjarmasin” dan saya 

akan memberikan informasi yang sebenarnya sesuai yang saya ketahui dan 

tanpa paksaan dari pihak manapun. Adapun metode pengambilan informasi 

yang dilakukan oleh peneliti, saya menyetujui dengan cara wawancara, 

menggunakan alat perekam suara dan alat dokumentasi (kamera) kepada 

saya. 

 
 

Banjarmasin, Oktober 2022 
Informan 

 
 

(…………………………………..) 



 

 
 
 

 

PEDOMAN WAWANCARA 
 
No Urut : ....…………………………............. 
Nama Informan : ....…………………………............. 
Umur : ....…………………………............. 
Jenis kelamin : ....…………………………............. 
Jabatan : ....…………………………............. 
Instansi : ....…………………………............. 
No. Telp/Hp : ....…………………………............. 
 
 
No. Indikator Pertanyaan 
1 Komunikasi 

Transmisi 1) Apakah sudah dilakukan sosialisasi pada 
pihak yang terlibat dalam pelaksanaan 
vaksinasi covid-19 pada anak usia 6-11 
tahun untuk mengetahui tujuan dan 
maksud kebijakan? Siapa saja yang 
dilibatkan dalam sosialisasi? 

2) Apakah informasi terkait kebijakan 
vaksinasi covid-19 pada anak usia 6-11 
tahun sudah disebarkan pada masyarakat? 
Bagaimana strategi penyebaran 
informasinya tentang vaksinasi covid-19 
pada anak usia 6-11 tahun? 

Kejelasan 5) Bagaimanakan mekanisme sosialisasi 
kebijakan tentang vaksinasi COVID-19 
untuk anak 6-11 tahun di instansi 
bapak/ibu? Apakah informasi yang 
disosialisasikan jelas dan dapat 
dipahami? 

6) Bagaimanakan informasi tentang 
vaksinasi COVID-19 untuk anak 6-11 
tahun yang sudah anda terima? Darimana 
sumber informasi yang anda dapat? 
Apakah cukup jelas tersampaikan? 

Konsistensi 1) Apakah sosialisasi tentang vaksinasi 
COVID-19 untuk anak 6-11 tahun 
disebarkan secara konsisten dan terus 
menerus? 



 

 
 
 

 

2) Apa saja faktor hambatan dan pendukung 
yang ditemukan dalam komunikasi dengan 
pelaksana dan sasaran? 

2 Sumber daya 

SDM 1) Bagaimana ketersedian SDM dalam 
vaksinasi covid-19 pada anak usia 6-11 
tahun? Apakah secara jumlah sudah 
tercukupi?  

2) Bagaimana standar kompetensi yang 
dimiliki oleh tenaga pelaksana? Apakah 
sudah sesuai? 

Anggaran Bagaimana ketersediaan anggaran dalam 
mendukung pelaksanaan vaksinasi covid-19 
pada anak usia 6-11 tahun? Apakah sudah 
cukup memenuhi kebutuhan pelaksanaan 
vaksinasi? Bila tidak cukup, apa kendalanya? 

Fasilitas Bagaimana ketersediaan fasilitas yang 
dibutuhkan dalam pelaksanaan vaksinasi 
covid-19 pada anak usia 6-11 tahun? Apakah 
sudah sesuai dengan standar dan tercukupi? 
Bila belum memenuhi standar, apa 
kendalanya? 

Informasi dan 
kewenangan 

Apakah ada informasi dan kewenangan yang 
diberikan pada tempat pelayanan vaksinasi 
vaksinasi covid-19 pada anak usia 6-11 
tahun? Bila ada, apakah ada dalambentuk 
tertulis? Bila tidak ada, apa kendalanya? 

3 Disposisi 

 Kognisi Apakah bapak/ibu sudah memahami maksud 
dari tujuan dan sasaran pada kebijakan 
vaksinasi covid-19 pada anak usia 6-11 
tahun? 

 Arah respon 1) Menurut anda, bagaimana kebijakan 
vaksinasi covid-19 pada anak usia 6-11 
tahun? apakah kebijakan ini tepat? Apakah 
anda setuju dengan kebijakan ini?  



 

 
 
 

 

2) Bagaimana penerimaan masyarakat 
khususnya orang tua yang memiliki anak 
usia 6-11 tahun terhadap kebijakan ini? 
 

 Intensitas 
disposisi 

3) Apa keterlibatan bapak/ibu
 dalam pelaksanaan program? 

4) Bagaimana peran aktif pelaksana 
kebijakan vaksinasi covid-19 pada anak 
usia 6-11 tahun? 

4 Struktur Birokrasi 

SOP 1) Apakah ada SOP yang berlaku dalam 
pelaksanaan layanan vaksinasi covid-19 
pada anak usia 6-11 tahun? bagaimana 
proses nya, apakah sudah sesuai SOP? 
Jika ada yang belum apa kendalanya?  

2) Apakah ada kegiatan monitoring dan 
evaluasi terhadap pelaksanaan vaksinasi 
covid-19 pada anak usia 6-11 tahun? 

Fragmentasi 1) Apakah ada struktur organisasi yang 
dibentuk dalam pelaksanaan kebijakan 
vaksinasi COVID-19? Bila ada, 
bagaimana pembagian tugasnya? 

2) Apakah ada kerjasama dengan lembaga 
atai instansi lain dalam pelaksanaan 
vaksinasi covid-19 pada anak usia 6-11 
tahun? bagaimana alur koordinasinya dan 
apakah ada kendala? apa peran 
lembaga/instansi lain dalam mendukung 
implementasi kebijakan ini? 

 

 



 

 

Lampiran 10 

Matriks Analisis Hasil Temuan Penelitian Implementasi Kebijakan Vaksinasi COVID-19 pada Anak Usia 6-11 Tahun di Kota 
Banjarmasin 

1. Komunikasi 
a. Matriks Analisis Impelmentasi Kebijakan Vaksinasi COVID-19 pada Anak Usia 6-11 Tahun di Kota Banjarmasin berdasarkan 

indikator Komunikasi oleh informan Utama 
 

Komunikasi Emik (Sudut Pandang Informan Utama) Etik (Sudut Pandang Peneliti) I1 I2 
Transmisi  Proses penyebaran informasi telah 

berupaya dilakukan secara bertahap dan 
berenjang dari mulai tingkat pemerintah 
daerah yakni walikota, lalu kepada satuan 
kerja perangkat daerah (SKPD) dalam hal 
ini dinas kesehatan dan akhirnya 
melibatkan sektor regional seperti instansi 
lainnya untuk menyukseskan program 
vaksinasi COVID-19 pada anak.  

Transmisi juga diupayakan dan dilakukan 
melalui kegiatan sosialisasi, yang didukung 
dengan keterlibatan lintas sektor hingga 
seluruh pihak terkait, oleh puskesmas terutama 
pada sasaran sekolah, yang menjadi tujuan 
dan capaian utama keberhasilan program 
vaksinasi anak usia 6-11 tahun ini.  

Transimi telah dilakukan dengan baik melalui 
pertemuan maupun sosialisasi, secara berjenjang dari 
mulai pembuat kebijakan, pelaksana dan sampai 
pada sasaran program. Keputusan Menteri 
Kesehatan Republik Indonesia nomor 
hk.01.07/menkes/6424/2021 tentang petunjuk teknis 
pelaksanaan vaksinasi dalam rangka 
penanggulangan pandemi corona virus disease 2019 
(COVID-19), sosialisasi dan koordinasi perlu 
dilakukan dengan seluruh pihak baik lintas sektor 
maupun lintas program yang terkait serta pemangku 
kepentingan lainnya. 

Kejelasan Kejelasan informasi ini sudah dengan jelas 
diberikan maksud, tujuan, dan sasaran 
kebijakan ini, dimana koordinasi dilakukan 
dengan kepala seksi pemberdayaan 
masyarakat dalam menyebarkan informasi 
kepada masyarakat. Informasi yang 
disebarluaskan berkaitan dengan jenis 
vaksin yang digunakan, kelompok yang 
menjadi sasaran vaksinasi, manfaat 
vaksin, keamanan vaksin, dan lokasi 
tempat pelayanan vaksin.  

Kejelasan telah terwujud melalui sosialisasi 
yang telah diselenggarakan, dimana telah 
disampaikan tujuan serta maksud dari 
implementasi vaksinasi COVID-19 untuk anak-
anak agar memiliki pemahaman yang 
seragam. Informasipun diberikan kepada 
masyarakat melalui spanduk, banner, radio, 
dan media sosial lainnya berfokus pada topik 
vaksin, kelompok sasaran vaksinasi, 
keamanannya, dan fasilitas layanan kesehatan 
yang tersedia. 
 

Kejelasan informasi berupa upaya persamaan 
persepsi, sosialiasai lanjutan dengan berbagi metode 
dan pendekatan pada seluruh sasaran. Strategi 
komunikasi meliputi informasi lengkap  tentang pesan 
kunci, pesan pendukung, media yang digunakan serta 
monitoring dan evaluasi yang tercatat dalam dokumen 
induk Strategi Komunikasi Vaksinasi COVID-19 oleh 
Kementrian Kesehatan 

Konsistensi Konsistensi berupa, rutinnya, diadakan 
pertemuan untuk melakukan pemantauan 
dan evaluasi. diikuti dengan koordinasi 
dengan bidang Kesehatan Masyarakat dan 

Konsistensi terbentuk melalui penyebaran 
informasi terus-menerus melalui spanduk, 
baliho, dan update informasi di akun media 
sosial resmi Dinas Kesehatan Kota 

Komunikasi untuk menyebarkan informasi penting 
tentang vaksinasi COVID-19 harus konsisten (terus 
menerus) melalui berbagai pilihan saluran 
komunikasi. Informasi diberikan juga dalam frekuensi 



 

 

(puskesmas) untuk memperbarui informasi 
terkait vaksin COVID-19 di akun media 
sosial resmi Dinas Kesehatan dan seluruh 
puskesmas. 

Banjarmasin. Didukung pula dengan himbauan 
gencar agar segera melakukan vaksinasi, 
terutama karena sekolah-sekolah telah 
memulai pembelajaran tatap muka.  

waktu yang berkelanjutan, dengan isi konten 
pelaksanaan berupa sosialiasai berbagai sektor 
hingga lembaga, sehingga secara konsisten kegiatan 
maupun informasi dapat sampai pada sasaran secara 
optimal dan menyeluruh. 

Kendala Informasi yang salah sudah terlebih dahulu 
tersebar, sehingga menjadi tantangan 
untuk proes penyebaran informasi di 
masyarakat. 

Penerimaan masyarakat kurang terhadap 
informasi yang kami sampaikan. Karena 
adanya berita-berita yang belum tentu 
kebenarannya 

Kendala yang dialami dalam proses keberhasilan 
komunikasi ialah, penyebaran ketidakbenaran 
informasi / berita hoax ke kalangan masyarakat, 
sehingga menciptakan stigma di kalangan sasaran / 
masyarakat terhadap pemahaman hingga keraguan 
untuk berpartisipasi dalam program vaksinasi anak.  

 
b. Matriks Analisis Impelmentasi Kebijakan Program Pencegahan dan Pengendalaian Hipertensi berdasarkan indikator Komunikasi oleh informan Biasa 

1) informan Biasa 

Komunikasi Emik (Sudut Pandang Informan Biasa) Etik (Sudut Pandang 
Peneliti) I3 I4 I5 I6 I7 I8 

Transmisi  Transmisi telah 
diadakan melalui 
pertemuan dengan 
Dinas Kesehatan 
untuk melakukan 
kerjasama lintas 
sektor dengan pihak 
kelurahan, babinsa 
(Bintara Pembina 
Desa), 
babinkamtibnas 
(Bintara Pembina 
Keamanan dan 
Ketertiban 
Masyarakat), dan 
tokoh masyarakat di 
wilayah kami. Tujuan 
dari kerjasama ini 
adalah untuk 
melibatkan mereka 
dalam proses 
sosialisasi dan 
pelaksanaan 
imunisasi di sekolah-
sekolah. 

Sosialisasi 
secara terus-
menerus 
dilakukan oleh 
puskesmas 
kepada 
masyarakat 
melalui sekolah-
sekolah. 
Sebelum setiap 
pelaksanaan 
vaksinasi, 
sosialisasi selalu 
diadakan 
dengan pihak 
orang tua. 
Misalnya, jika 
vaksinasi akan 
dilakukan besok, 
sosialisasi akan 
dilakukan hari ini 
atau 1 hari 
sebelumnya 
kepada orang 
tua. Tujuannya 

Sosialisasi telah 
dilakukan oleh 
Dinas 
Kesehatan. 
Selanjutnya, 
kami juga 
melakukan 
sosialisasi lintas 
sektor dengan 
melibatkan 
babinsa, 
kelurahan, dan 
babinkamtibnas. 
Setelah itu, kami 
melanjutkan 
sosialisasi ke 
sekolah-sekolah 
yang menjadi 
target vaksinasi 
untuk usia 6-11 
tahun. 

Sosialisasi dari 
Dinas 
Kesehatan 
kepada 
Puskesmas 
telah 
dilaksanakan, 
dilanjutkan 
hingga ke 
sekolah-sekolah 
dasar.  

Dalam rangka 
percepatan 
vaksinasi 
COVID-19, 
Dinas 
Kesehatan 
mengeluarkan 
surat edaran 
yang direspons 
oleh Dinas 
Pendidikan. 
Dilakukan 
sosialisasi 
melalui zoom 
meeting yang 
dihadiri oleh 
kepala sekolah 
di seluruh kota 
Banjarmasin, 
serta Kepala 
Dinas 
Kesehatan dan 
Kepala Dinas 
Pendidikan Kota 
Banjarmasin. 

Untuk 
pelaksanaan 
vaksinasi di 
sekolah, Dinas 
Pendidikan 
melakukan 
sosialisasi 
kepada kepala 
sekolah di 
Banjarmasin. 
Puskesmas, 
lembaga 
masyarakat, 
dan Babinsa 
terdekat juga 
memberikan 
informasi 
mengenai 
pelaksanaan 
vaksinasi di 
sekolah. 
Selanjutnya, 
surat 
pemberitahuan 
diberikan 

Transmisi telah dilakukan 
secara terorganisir mulai dari 
kerjasama dengan lintas sektor, 
surat edaran dan kegiatan 
sosialisasi mulai dari dinas 
kesehatan kota ke puskesmas, 
dan puskesmas ke sasaran 
program vaksinasi anak 6-11 
tahun yakni melalui sekolah-
sekolah dasar yang ada di 
Banjarmasin, melibatkan 
kepala sekolah, guru, dan 
terutama orang tua siswa 
sendiri.  



 

 

adalah agar 
orang tua 
memahami 
maksud dan 
tujuan dari 
vaksinasi, 
sehingga 
mereka bersedia 
untuk 
memvaksinasi 
anak-anak 
mereka. 

Setelah 
pertemuan 
tersebut, 
masing-masing 
sekolah 
menindaklanjuti 
dengan 
melakukan 
sosialisasi 
kepada orang 
tua siswa. 

kepada orang 
tua siswa untuk 
menjelaskan 
sosialisasi dan 
pelaksanaan 
vaksinasi 
COVID-19 di 
sekolah. 

Kejelasan Kami dengan jelas 
menyampaikan 
informasi yang penting 
mengenai vaksin 
COVID-19. Kami 
mengatasi 
kekhawatiran yang 
sering dialami oleh 
banyak orang tua 
terkait KIPI (Kejadian 
Ikutan Pasca 
Imunisasi) atau 
kekhawatiran bahwa 
anak mereka akan 
sakit setelah divaksin. 
Selain itu, kami juga 
memberikan informasi 
jadwal layanan di 
Puskesmas melalui 
akun Instagram 
Puskesmas yang 
dapat diakses oleh 
semua orang. 

Dalam 
sosialisasi 
vaksinasi, kami 
dengan jelas 
menyampaikan 
maksud dan 
tujuan vaksinasi 
dari perspektif 
kesehatan. Kami 
memberikan 
penjelasan yang 
jelas dan 
memberi 
kesempatan 
kepada orang 
tua untuk 
mengajukan 
pertanyaan jika 
ada hal yang 
kurang 
dipahami. 

Telah 
disampaikan 
kepada 
masyarakat 
mengenai 
manfaat dan 
pentingnya 
vaksinasi agar 
mereka bersedia 
memvaksinasi 
anak-anak 
mereka. 

Informasi yang 
disampaikan 
Dinas 
Kesehatan 
sudah jelas dan 
telah 
disampaikan ke 
masyarakat 
melalui 
sosialisasi di 
sekolah-
sekolah. 

Kejelasan  telah 
disampaikan 
baik melalui 
lisan ataupun 
melalui surat 
edaran. Sangat 
jelas sekali 
bahwa untuk 
percepatan 
vaksin covid 
usia 6 sampai 11 
tahun.  
 

Informasi yang 
diberikan 
kepada orang 
tua murid 
mengenai 
vaksinasi 
sangat jelas dan 
memenuhi 
kebutuhan 
mereka. Aturan 
mengenai 
pembelajaran 
tatap muka juga 
dijelaskan, di 
mana hanya 
siswa yang 
sudah divaksin 
yang 
diperbolehkan 
mengikuti 
pembelajaran 
offline, 
sedangkan 
siswa yang 
belum divaksin 
tetap mengikuti 
pembelajaran 
secara online. 

Kejelasan telah disampaikan 
melalui surat edaran, 
sosialisasi dan pelaksanaan 
vaksinasi bagi anak di sekolah 
dasar.   



 

 

Konsistensi Setiap kali ada 
pelaksanaan vaksinasi 
di sekolah, orang tua 
murid selalu 
dikumpulkan dan 
diberikan penjelasan 
sebelum vaksinasi 
COVID-19 dilakukan. 
Selain itu, kami juga 
melayani mereka yang 
datang langsung ke 
Puskesmas, dan terus 
memperbarui jadwal 
layanan melalui akun 
Instagram 
Puskesmas. 

Selalu 
berkoordinasi 
dengan pihak 
sekolah, dan 
terus 
memberikan 
informasi dan 
arahan bagi 
orang tua yang 
menolak vaksin 

Dilakukan 
penyuluhan ke 
sekolah-sekolah 
secara berulang-
ulang dan 
kunjungan untuk 
vaksinasi juga 
dilakukan 
berulang-ulang. 
Hal ini 
dikarenakan 
tidak semua 
orang tua mau 
anaknya divaksin 
hanya dengan 
satu kali 
kunjungan. 

Terus 
mengunjungi 
sekolah 
berulang-ulang 
dan selalu 
menyampaikan 
informasi 
vaksinasi 
COVID-19 

Dalam 
memberikan 
informasi 
mengenai 
anjuran 
vaksinasi 
COVID-19, kami 
melakukan 
panggilan 
kepada orang 
tua murid 
sebanyak 2 
hingga 3 kali. 
Karena respon 
orang tua 
beragam, ada 
yang bersedia, 
ragu-ragu, dan 
menolak. Bagi 
yang ragu dan 
masih menolak, 
kami terus 
melakukan 
pendekatan 
pribadi dengan 
orang tua untuk 
memberikan 
informasi 
penting 
mengenai 
vaksinasi dan 
aturan sekolah 
terkait jika tidak 
divaksin. 

Pemberitahuan 
dan sosialisasi 
kepada orang 
tua tidak hanya 
dilakukan sekali 
karena tidak 
semua orang 
tua dapat hadir. 
Bagi yang tidak 
hadir, kami 
tetap 
memberikan 
informasi 
melalui grup 
WhatsApp 
masing-masing 
kelas. Kami juga 
mengadakan 
sesi sosialisasi 
kedua untuk 
yang belum 
mendapatkan 
informasi 
sebelumnya. 
Jika masih ada 
yang ragu atau 
menolak, kami 
melakukan 
panggilan 
personal untuk 
memberikan 
penjelasan lebih 
lanjut. 

Komunikasi dilakukan tidak 
hanya sekali namun berulang-
ulang. Informasi yang di 
sebarkan ke masyarakat selalu 
rutin dilakukan 

Kendala Tidak ada kendala, 
hanya respon orang 
tua yang menolak 
untuk vaksin 

kendala yang 
dihadapi yaitu 
respon dari 
orang tua yang 
menolak vaksin 

Respon orang 
tua yang tidak 
mau anaknya di 
vaksin 

Tidak ada 
kendala 

Respon orang 
tua yang 
beragam ada 
yang ragu-ragu 
dan menolak 

Saat sosialisasi 
tidak semua 
orang tua dapat 
hadir sehingga 
harus dilakukan 
berkali-kali 

Komunikasi sudal dilakukan 
secara optimal, namun yang 
menjadi kendala saat 
dilakukan sosialisasi ke 
sekolah-sekolah tidak semua 
orang tua siswa yang hadir. 



 

 

Sehingga harus dilakukan 
komunikasi secara personal. 

 
2) Lanjutan Matriks Impelmentasi Kebijakan Program Pencegahan dan Pengendalaian Hipertensi berdasarkan indikator Komunikasi oleh informan Biasa 

Komunikasi Emik (Sudut Pandang Informan Biasa) Etik (Sudut Pandang Peneliti) I9 I10 I11 I12 I13 I15 
Transmisi  Dinas  

Kesehatan dan Dinas 
Pendidikan melakukan 
sosialisasi terkait 
vaksinasi COVID-19 
anak. Dinas 
Pendidikan 
mengeluarkan surat 
edaran kepada 
sekolah-sekolah untuk 
memberikan anjuran 
mengenai vaksinasi 
COVID-19 anak. 
Selanjutnya, surat 
pemberitahuan dikirim 
kepada orang tua 
siswa untuk 
memberikan informasi 
terkait vaksinasi. 
Dilakukan pertemuan 
dengan orang tua 
siswa untuk 
menjelaskan lebih 
lanjut mengenai 
vaksinasi COVID-19 
anak. 

Dinas kesehatan 
dan Dinas 
Pendidikan ada 
sosialisasi dan 
surat edaran 
tentang 
pelaksanaan 
Vaksinasi 
COVID-19 untuk 
anak 

Pihak sekolah 
mengirim 
undangan untuk 
sosialisasi 
vaksinasi anak, 
dan orang tua 
harus hadir. 

Adanya 
undangan untuk 
pertemuan 
orang tua terkait 
vaksinasi 
COVID-19. 

Adnya kegiatan 
pertemuan 
seluruh orang 
tua siswa yang 
usia anaknya 6-
11 tahun, 
sebelum 
diadakan 
vaksinasi di 
sekolah. 

Transmisi 
dilakukan 
dengan 
menerapkan 
berbagai 
metode dalam 
penyebaran 
informasi, 
dimulai dari 
melibatkan 
petugas 
penyuluh di 
puskesmas. 
Kami memiliki 
jejaring dengan 
27 puskesmas 
yang dapat 
kami 
koordinasikan. 
Di Dinas 
Kesehatan, 
kami 
memanfaatkan 
kendaraan 
promosi 
kesehatan, 
seperti mobil 
promosi, serta 
memanfaatkan 
media sosial 
seperti 
Instagram, 
Facebook, 
website, 

Transmisi telah dilakukan secara 
terorganisir mulai dari kerjasama 
dengan lintas sektor, surat 
edaran dan kegiatan sosialisasi 
mulai dari dinas kesehatan kota 
ke puskesmas, dan puskesmas 
ke sasaran program vaksinasi 
anak 6-11 tahun yakni melalui 
sekolah-sekolah dasar yang ada 
di Banjarmasin, melibatkan 
kepala sekolah, guru, dan 
terutama orang tua siswa 
sendiri.  



 

 

YouTube, dan 
podcast. 

Kejelasan Sudah disampaikan 
dengan jelas melalui 
pertemua kepala 
sekolah dan pihak 
puskesmas yang 
datang 

Disampaikan 
dengan jelas 
oleh dinas 
kesehatan dan 
dinas 
pendidikan 
melalui 
pertemuan dan 
surat edaran 

Dalam 
penjelasan 
tersebut, tujuan, 
manfaat, dan 
risiko pasca 
imunisasi (KIPI) 
vaksinasi 
disampaikan. 
Selain itu, 
ditekankan 
bahwa vaksinasi 
juga merupakan 
syarat untuk 
anak dapat 
mengikuti 
pembelajaran 
tatap muka di 
sekolah. 

Semua 
informasi 
mengenai tujuan 
dan keamanan 
vaksin telah 
disampaikan, 
tetapi masih 
merasa ragu. 
Hal ini mungkin 
disebabkan oleh 
pengalaman 
pribadi terkait 
KIPI, di mana 
Anda 
mengalami sakit 
setelah 
vaksinasi. 

Informasi 
diterima dengan 
jelas, dan 
diberikan 
kesempatan 
untuk bertanya 
dan 
mengonfirmasi 
berita di luar 
sana. 

Pesan kunci 
yang 
disampaikan 
kepada 
masyarakat 
sesuai dengan 
panduan yang 
diterima dari 
Kementerian 
Kesehatan 
adalah 
mengenai 
pentingnya 
vaksinasi untuk 
anak-anak, 
rentang usia 
yang menjadi 
target 
vaksinasi, 
manfaat 
vaksinasi, dan 
jenis vaksin 
yang 
digunakan. 
 
 

Kejelasan telah disampaikan 
melalui surat edaran, sosialisasi 
dan pelaksanaan vaksinasi bagi 
anak di sekolah dasar.   

Konsistensi Hanya dilakukan 
sekali melalui surat 
yang diberikan 
kepada orang tua 

Komunikasi 
secara 
berulang-ulang 
untuk mencapai 
100% 
partisipasi, tidak 
hanya sekali. 
Kami 
menggunakan 
berbagai 
metode seperti 
surat, 
pertemuan 

Pihak sekolah 
secara berulang 
kali memberikan 
informasi 
kepada orang 
tua, bahkan 
menghubungi 
mereka secara 
langsung. 
 

Pihak sekolah 
memberikan 
informasi secara 
berulang-ulang, 
bahkan 
melakukan 
kontak langsung 
dengan orang 
tua dari sekolah. 

Hanya sekali 
lewat surat dan 
pertemuan di 
sekolah 
sebelum 
pelaksanaan 
vaksin 

Informasi telah 
diumumkan 
secara 
konsisten dan 
terus-menerus 
melalui semua 
platform media 
sosial kami. 
Selain itu, kami 
juga aktif 
sebagai 
narasumber di 
TVRI, TV lokal, 

Komunikasi dilakukan tidak 
hanya sekali namun berulang-
ulang. Informasi yang di 
sebarkan ke masyarakat selalu 
rutin dilakukan 



 

 

orang tua, dan 
grup WhatsApp. 
Selain itu, kami 
melakukan 
pendekatan 
personal dengan 
mendata 
kembali yang 
belum divaksin 
dan menemui 
orang tua secara 
personal. 

dan bekerja 
sama dengan 
RRI Pro 2 untuk 
siaran interaktif 
yang 
dijadwalkan 
setiap hari 
Kamis. 

Kendala Informasi hanya 
dilakukan sekali dan 
hanya melalui surat 
sehingga informasi 
tidak jelas diberikan 
ke orang tua 

Kendalanya 
respon orang 
tua yang 
menolak vaksin 

Tidak ada 
kendala 

Masih ragu 
dengan 
kemanan vaksin 
khusus nya 
terhadap KIPI 

Tidak ada 
kendala 

Respon 
masyarakat 
yang masih 
menolak vaksin 
COVID-19 

Komunikasi sudah dilakukan 
secara optimal, namun yang 
menjadi kendala saat dilakukan 
sosialisasi ke sekolah-sekolah 
tidak semua orang tua siswa 
yang hadir. Sehingga harus 
dilakukan komunikasi secara 
personal. 

 
2. Sumber Daya 

a. Matriks Analisis Impelmentasi Kebijakan Program Pencegahan dan Pengendalaian Hipertensi berdasarkan indikator Sumber Daya oleh informan Utama 

Sumber Daya Emik (Sudut Pandang Informan Utama) Etik (Sudut Pandang Peneliti) I1 I2 
Sumber Daya Manusia Optimalisasi tim di puskesmas, jika 

kegiatan di lapangan  bertepatan dengan 
kegiatan masyarakat, maka akan 
dilakukan  kerjasama dengan kelurahan, 
bintara pembina desa (babinsa) yang 
terdiri dan merupakan satuan TNI AD di 
tingkat koramil serta Bhabinkamtibmas 
(Bhayangkara Pembina Keamanan dan 
Ketertiban Masyarakat) yang terdiri dari 
satuan POLRI. Tim vaksinator yang 
bertugas telah mengikuti pelatihan, dan 
diselenggarakan pula pelatihan bagi 
tenaga baru. 

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan 
sumber daya manusia yang terbatas, 
difokuskan upaya pada tenaga yang ada 
di 27 puskesmas yang tersedia. Selain 
itu, kerjasama dengan TNI dan POLRI 
akan memberikan bantuan tambahan. 
Kemudian, untuk meningkatkan 
kompetensi, diperlukan sertifikat 
pelatihan vaksinator, yang dapat 
diperoleh melalui pelatihan yang 
diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan 
provinsi dan Dinas Kesehatan kota 
Banjarmasin. Pelatihan tersebut tidak 
hanya ditujukan untuk petugas di 
Puskesmas, tetapi juga untuk relawan 
vaksinator. 

Ketersediaan sumber daya manusia khusus nya 
tenaga kesehatan pelaksana vaksinasi COVID-19 
salah satu persyaratan bagi fasilitas pelayanan 
kesehatan yang tercantum dalam Permenkes RI No. 
10 tahun 2021 ttg pelaksanaan vaksinasi dalam 
rangka penanggulangan pandemi corona virus 
desease 2019 pasal 24. Tenaga kesehatan yang 
akan menjadi vaksinator harus memenuhi 
kompetensi dengan melakukan pelatihan untuk 
vaksinator dan menambah tenaga relawan 
vaksinator serta bekerja sama dengan instansi 
lainnya. 



 

 

Fasilitas Kepala Dinkes telah menentukan 
puskesmas dan fasilitas layanan 
kesehatan yang bertanggung jawab 
dalam memberikan pelayanan vaksinasi 
COVID-19. Setiap lokasi telah dilengkapi 
dengan sarana dan prasarana yang 
memadai untuk keperluan tersebut. 

Di puskesmas, seluruh fasilitas dan 
peralatan yang diperlukan untuk 
kegiatan vaksinasi sudah tersedia 
secara lengkap. Mulai dari meja, kursi, 
laptop, printer, perlengkapan tulis kantor 
(ATK), koneksi WIFI, hingga alat 
kesehatan seperti thermogun dan 
tensimeter, serta alat pelindung diri 
(APD) untuk tim medis. 

Permenkes RI No. 10 tahun 2021 ttg pelaksanaan 
vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi 
corona virus desease 2019 pasal 21, fasilitas 
pelayanan kesehatan dapat berupa puskesmas, 
klinik, rumah sakit dan unit pelayanan kesehatan di 
Kantor Kesehatan pelabuhan. Semua puskesmas 
dan fasyankes lainnya yang ditunjuk oleh Dinas 
Kesehatan Kota Banjarmasin sudah memiliki 
sarana dan prasarana yang memadai untuk 
pelaksanaan vaksinasi COVID-19. 

Anggaran Pendanaan kami berasal dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
serta Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN), dengan istilah yang 
kami sebut sebagai DAK non fisik. Dana 
tersebut digunakan untuk berbagai 
keperluan, seperti kegiatan pertemuan 
guna advokasi dan koordinasi, 
kebutuhan cetak yang diperlukan, biaya 
operasional, kebutuhan informasi dan 
edukasi (KIE), biaya pelatihan, surveilan 
Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), 
dan lain sebagainya. 

Pendanaan vaksinasi COVID-19 telah 
diatur oleh Permenkes untuk 
penanggulangan pandemi COVID-19. 
Dana berasal dari APBN dan APBD. 

Anggaran sudah diatur di dalam Permenkes 
Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan 
Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19 yang 
menggunakan APBN dan APBD. 

Informasi Kewenangan Informasi dan wewenang terkait, Kepala 
Dinas Kesehatan telah mengeluarkan 
Surat Keputusan yang menunjuk 
Puskesmas, rumah sakit, dan klinik 
sebagai penyelenggara layanan 
vaksinasi COVID-19. 

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan 
(Kadinkes) menyatakan bahwa 
puskesmas di Kota Banjarmasin dan 
fasyankes lainnya akan berfungsi 
sebagai lokasi pelayanan vaksinasi 
COVID-19 dan penanganan KIPI. 
Dalam SK tersebut, ditetapkan bahwa 
kepala puskesmas bertanggung jawab 
atas pelaksanaan dengan membentuk 
tim yang ditunjuk oleh masing-masing 
kepala puskesmas. 

Dinas Kesehatan Kota memiliki wewenang tertinggi 
dalam melaksanakan program ini, sesuai dengan 
tugas pokok dan fungsinya. 

Kendala Tidak ada kendala Tidak ada kendala Tidak ada kendala 
 

b. Matriks Analisis Impelmentasi Kebijakan Program Pencegahan dan Pengendalaian Hipertensi berdasarkan indikator Sumber Daya oleh informan Biasa 

Sumber Daya Emik (Sudut Pandang Informan Biasa) Etik (Sudut Pandang Peneliti) I3 I4 I5 I6 I14 
Sumber Daya 
Manusia 

Dengan adanya 
keterbatasan tenaga 

Meskipun 
pelayanan di 

Seluruh anggota tim 
telah dilibatkan 

Adanya kepuasan 
dengan jumlah tim 

Tidak ada 
pernyataan  

Ada keterbatasan tenaga, 
sehingga melibatkan seluruh 



 

 

dan jumlah target 
sasaran yang tinggi di 
wilayah Puskesmas, 
kami telah 
menambahkan pegawai 
CPNS yang sangat 
membantu. Satu tim 
terdiri dari empat orang 
yang bertanggung jawab 
atas administrasi, 
proses screening, 
vaksinasi, dan 
observasi. Tidak semua 
anggota tim mengikuti 
pelatihan vaksinator, 
hanya mereka yang 
sudah mengikuti 
pelatihan akan 
ditempatkan di bagian 
vaksinasi. 

Puskesmas sudah 
cukup memadai, 
namun karena 
mengejar target 
capaian, kami juga 
melakukan layanan 
di lapangan. 
Akibatnya, terjadi 
keterbatasan 
tenaga ketika harus 
memberikan 
pelayanan di dua 
lokasi yang 
berbeda. Pelatihan 
hanya diberikan 
kepada sebagian 
tim, yaitu dua 
dokter, satu bidan, 
dan satu perawat. 
 

dalam program ini. 
Dimana, terdapat 
tiga tim, di mana 
setiap tim terdiri dari 
delapan orang 
dengan tugas yang 
terbagi, seperti 
pendaftaran, 
skrining, vaksinator, 
pencetakan kartu, 
dan penginputan 
data ke aplikasi 
Pcare. Hanya 
anggota tim yang 
bertugas sebagai 
vaksinator yang 
mengikuti pelatihan. 
Mengenai 
penggunaan 
aplikasi Pcare, kami 
telah mengadakan 
pertemuan untuk 
memberikan 
penjelasan 
mengenai cara 
penggunaannya. 

yang ada karena 
target sasaran tidak 
sebanyak 
puskesmas lain. 
Semua anggota tim 
telah mengikuti 
pelatihan 
vaksinator, dan juga 
mengadakan 
pertemuan untuk 
membahas 
penggunaan 
aplikasi Pcare. 

petugas puskesmas untuk 
terlibat dalam kegiatan 
Vaksinaso COVID-19. 

Fasilitas Sarana dan prasarana 
yang diperlukan telah 
terpenuhi dengan baik, 
termasuk konektivitas 
Wi-Fi atau internet yang 
lancar tanpa kendala. 
Semua logistik vaksin 
telah tersedia melalui 
Dinas Kesehatan. 
Namun, saat ini stok 
vaksin untuk anak-anak 
masih kosong dan 
belum ada pasokan 
yang tersedia hingga 
saat ini. 

Tidak ada masalah 
dengan fasilitas, 
semuanya tersedia. 
Semua kebutuhan 
vaksinasi diperoleh 
dari dinas 
kesehatan. Namun, 
stok vaksin, 
terutama yang 
untuk anak-anak, 
sudah lama 
kosong. 

Fasilitas lengkap 
tidak ada kendala. 
Namun, persediaan 
vaksin COVID-19 
untuk anak-anak 
telah lama habis. 

Tidak ada 
hambatan, fasilitas 
yang diperlukan 
untuk vaksinasi 
COVID-19 telah 
tersedia. 
Kebutuhan logistik 
telah dialokasikan 
oleh Dinas 
Kesehatan. 

Untuk persediaan 
vaksinasi, logistiknya 
didapatkan melalui 
alokasi yang telah 
ditetapkan oleh 
pemerintah pusat. 
Kami menerima unit 
vaksin sesuai dengan 
alokasi tersebut, 
kemudian kami 
membagikannya 
kepada Puskesmas. 
Namun, selama 3 
bulan terakhir, stok 
vaksin COVID-19 

Fasilitas sudah tersedia, hanya 
masalah logistik ketersediaan 
vaksin COVID-19 jenis 
SINOVAC untuk anak sudah 
kosong sejak beberap bulan 
yang lalu. 



 

 

Sinovac telah habis, 
dan kami belum 
menerima informasi 
terkait ketersediaan 
vaksin dari Instalansi 
Farmasi Provinsi 
Kalimantan Selatan. 

Anggaran Semua alokasi 
anggaran diperoleh dari 
dinas terkait, dan tugas 
kami adalah menerima 
barang sesuai 
kebutuhan serta 
melaporkan barang 
yang diperlukan. 

Anggaran tidak ada 
masalah, semua 
kebutuhan kegiatan 
vaksinasi COVID-
19 dari Dinas 
Kesehatan 

Seluruh anggaran 
berasal dari Dinas 
Kesehatan. Hanya 
dalam hal mencetak 
kartu, kami masih 
menggunakan 
metode manual 
yang tidak 
memungkinkan 
untuk melakukan 
penginputan data. 
Namun, jika 
terdapat kendala 
dalam 
menggunakan 
metode manual 
tersebut, kami 
menggunakan 
anggaran dari 
puskesmas. Secara 
keseluruhan, 
anggaran tidak 
menjadi masalah. 

Tidak ada 
anggaran khusus, 
semua kebutuhan 
dari Dinas 
Kesehatan 

Tidak ada 
pernyataan 

Tidak ada anggaran khusus, 
karena kebutuhan pelaksanaan 
Vaksinasi COVID-19 diberikan 
ke Puskesmas berupa logistik 

Informasi 
Kewenangan 

Ada penunjukkan tim 
vaksinasi melalui SK 
kepala Puskesmas 

informasi dan 
kewenangan untuk 
melaksanakan 
vaksinasi COVID-
19 sesuai dengan 
tupoksi (tugas 
pokok dan fungsi) 
masing-masing 
pemegang 
program. Untuk 
kegiatan vaksin 

Adanya Surat 
Keputusan kepala 
puskesmas dengan 
membentuk tim 
vaksinasi 

Pelaksanaan 
vaksinasi COVID-
19 merupakan 
bagian dari 
kegiatan imunisasi, 
yang menjadi 
tanggung jawab 
koordinator 
imunisasi 

Tidak ada 
pernyataan 

Informasi dan kewenangan 
sesuai dengan tupoksi 
pemegang program khususnya 
koordinator imunisasi dan 
pembentukan tim vaksinasi 
melalui Surat Keputusan kepala 
puskesmas 



 

 

COVID-19 yaitu 
tugas koordiantor 
imunisasi 

Kendala Ketersediaan stok 
vaksin COVID-19 untuk 
anak 

Ketersediaan stok 
vaksin COVID-19 
untuk anak 

Ketersediaan stok 
vaksin COVID-19 
untuk anak 

Ketersediaan stok 
vaksin COVID-19 
untuk anak 

Ketersediaan stok 
vaksin COVID-19 
untuk anak 

Ketersediaan stok vaksin 
COVID-19 untuk anak 

 
3. Disposisi / Sikap 

a. Matriks Analisis Impelmentasi Kebijakan Program Pencegahan dan Pengendalaian Hipertensi berdasarkan indikator Disposisi / Sikap oleh informan 
Utama 

Disposisi / Sikap Emik (Sudut Pandang Informan Utama) Etik (Sudut Pandang Peneliti) I1 I2 
Kognisi Tujuan dan sasaran kebijakan ini telah dinyatakan 

dengan jelas berdasarkan surat edaran yang 
dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan atau 
surat dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan 
Republik Indonesia. Selanjutnya, instruksi tersebut 
diteruskan melalui instruksi dari Gubernur dan 
kemudian dilanjutkan oleh Walikota. Untuk 
memastikan pelaksanaan kebijakan ini, dilakukan 
penguatan tim di lapangan agar siap untuk 
menindaklanjuti kebijakan tersebut. 

Dalam proses sosialisasi, telah disampaikan 
informasi yang memungkinkan kami sebagai 
pelaksana memahami maksud dan tujuan dari 
pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk anak-
anak. 

Maksud, tujuan dan sasaran kebijakan 
vaksinasi COVID-19 pada anak usia 6-11 
tahun sudah dipahami oleh 
pelaksana/implementor. Selanjutnya 
dilakukan penguatan tim untuk 
menindaklanjuti kebijakan. 

Arah Respon Tentunya kebijakan ini telah melalui berbagai 
kajian di tingkat pusat. Di daerah, mengikuti arahan 
dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah 
pusat. 

Kebijakan ini merupakan langkah yang baik 
dan tepat, terutama karena anak-anak mulai 
kembali ke sekolah dengan pembelajaran 
tatap muka, sehingga penting bagi mereka 
untuk divaksinasi. Mungkin pemerintah pusat 
perlu menyesuaikan langkah-langkahnya, 
terutama dalam memastikan ketersediaan 
vaksin agar tidak ada kekosongan saat 
diperlukan percepatan vaksinasi. Selain itu, 
kebijakan ini juga harus sejalan dengan 
kebijakan lainnya, seperti kebijakan vaksinasi 
yang diperlukan untuk perjalanan udara. Saat 
ini, langkah-langkah yang diambil sudah 
bagus, seperti mewajibkan vaksinasi untuk 
kebijakan penerbangan. 

Informan setuju dan mendukung kebijakan 
vaksinasi COVID-19 pada anak usia 6-11 
tahun 

Intensitas 
Disposisi 

Dalam menjalankan tugas untuk melaksanakan 
kebijakan tersebut, kami melakukan koordinasi 
internal di Dinas Kesehatan dan juga dengan 

Sebagai tenaga kesehatan, kita harus 
memberikan contoh yang baik. Salah satunya 
adalah dengan menerima vaksin sendiri. 

Informan berperan aktif dalam kebijakan  
vaksinasi COVID-19 pada anak usia 6-11 
tahun seperti menjalankan tugas, menjadi role 



 

 

sektor-sektor terkait untuk memastikan 
pelaksanaan vaksinasi bagi anak-anak dapat 
dilakukan dengan baik. 

Selain itu, kita terus menghimbau masyarakat 
yang belum divaksinasi untuk segera 
melakukannya, selama stok vaksin masih 
tersedia. 

model dan aktif memberikan informasi terkait 
vaksin. 

 
b. Matriks Analisis Impelmentasi Kebijakan Program Pencegahan dan Pengendalaian Hipertensi berdasarkan indikator Disposisi / Sikap oleh informan Biasa 

1) Informan Biasa 

Disposisi / Sikap Emik (Sudut Pandang Informan Biasa) Etik (Sudut Pandang 
Peneliti) I3 I4 I5 I6 

Kognisi Maksud, tujuan, dan sasaran 
terkait kebijakan tersebut telah 
terkemuka dengan jelas, 
sehingga kami siap untuk 
melaksanakannya. 

Maksud tujuan dan 
sasaran target dari 
kebijakan ini sudah 
dipahami 

Tidak ada kesulitan 
untuk memahami 
kebijakan vaksinasi 
COVID-19 untuk anak 

Sudah jelas dan 
dipahami untuk segera 
dilaksanakan 

Maksud, tujuan dan sasaran 
kebijakan vaksinasi COVID-
19 pada anak usia 6-11 
tahun sudah dipahami oleh 
informan 

Arah Respon Pemerintah sudah memberikan 
pressure yang kuat untuk 
pelaksana dan masyarakat. 

selalu mendukung dan 
setuju dengan kegiatan 
yang sejalan dengan 
peningkatan derajat 
kesehatan masyarakat. 

Sebagai nakes, 
mendukung kebijakan 
pemerintah 

Mendukung kebijakan 
ini untuk 
menanggulangi 
pandemi COVID-19 

Informan setuju dan 
mendukung kebijaka 
vaksinasi COVID-19 pada 
anak usia 6-11 tahun 

Intensitas Disposisi 100% tenaga kesehatan sudah 
divaksin semua sebagai contoh 
untuk masyarakat 

Kami mendukung 
kebijakan ini dengan 
berkomitmen untuk 
melaksanakannya 
secara optimal dan 
maksimal, terutama di 
wilayah kerja 
Puskesmas kami. 

Semua berperan aktif 
dalam pelaksanaan 
vaksinasi COVID-19 

Kami semua di sini 
terlibat dan berperan 
aktif dalam 
pelaksanaan kegiatan 
vaksinasi. 

Informan berperan aktif 
dalam kebijakan  vaksinasi 
COVID-19 pada anak usia 6-
11 tahun seperti 
menjalankan tugas, menjadi 
role model dan aktif 
memberikan informasi terkait 
vaksin. 

 
 
 

2) Lanjutan Informan Biasa 

Disposisi / Sikap Emik (Sudut Pandang Informan Biasa) Etik (Sudut Pandang Peneliti) I11 I12 I13 
Kognisi Tidak ada pernyataan Tidak ada pernyataan Tidak ada pernyataan  
Arah Respon Setuju dengan kebijakan untuk 

tujuan baik dan kemanan terjamin 
Tidak setuju karena takut 
dengan KIPI, namun tetap 
menerima anaknya di vaksin 
COVID-19 agar bisa sekolah 
offline 

Kurang setuju karena 
pengalaman orangtua 
terhadap KIPI. Jadi melihat 
dulu anak-anak lain 
sebelum anaknya di vaksin 

Informan yang mewakili orang tua 
murid ada yang mendukung dan 
ada yang tidak mendukung namun 
terpaksa memvaksin anaknya 
karena aturan yang berlaku 

Intensitas Disposisi Tidak ada pernyataan Tidak ada pernyataan Tidak ada pernyataan  



 

 

 
4. Struktur Birokrasi 

a. Matriks Analisis Impelmentasi Kebijakan Program Pencegahan dan Pengendalaian Hipertensi berdasarkan indikator Struktur Birokrasi oleh informan 
Utama 

Struktur Birokrasi Emik (Sudut Pandang Informan Utama) Etik (Sudut Pandang Peneliti) I1 I2 
SOP (Standard Operating 
Procedure) 

Tentunya, kami mengikuti Standar Operasional 
Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, mulai dari 
perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan 
evaluasi sesuai dengan Keputusan Menteri 
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
HK.01.07/MENKES/4638/2021 tentang Petunjuk 
Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka 
Penanggulangan Pandemi Covid-19. 

Di setiap Puskesmas, sudah ada 
Standar Operasional Prosedur (SOP) 
yang mengatur pelaksanaan vaksinasi 
Covid-19. Selain itu, SOP yang 
mengatur distribusi vaksin dan 
penyimpanan vaksin juga telah 
ditetapkan. 

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang 
telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan 
Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor HK.01.07/MENKES/4638/2021 
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 
Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan 
Pandemi Covid-19. 

Fragmentasi Struktur organisasi kami telah disesuaikan dengan 
ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan 
Walikota Kota Banjarmasin No. 66 Tahun 2022. 
Dalam hal vaksinasi, tugas dan tanggung jawabnya 
menjadi wewenang dari Pusat Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit (P2P) dan seluruh 
jajarannya. 

Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 
menjadi tanggung jawab bersama. 
Dinas Kesehatan bertanggung jawab 
dalam melakukan advokasi dan 
koordinasi lintas sektor, terutama 
dengan Dinas Pendidikan yang 
mengawasi sekolah-sekolah. Dinas 
Pendidikan mengeluarkan edaran 
yang membantu meningkatkan 
cakupan vaksinasi dengan mewajibkan 
vaksinasi untuk proses pembelajaran 
tatap muka. Terjalin kerjasama dengan 
kepala beberapa SKPD, seperti kepala 
PDAM, untuk meningkatkan cakupan 
vaksinasi COVID-19 pada anak-anak. 
Mereka memberikan bingkisan atau 
reward kepada anak-anak yang 
bersedia divaksinasi sebagai insentif 
untuk partisipasi mereka. 

Secara keseluruhan, pelaksanaan 
kebijakan vaksinasi COVID-19 pada anak 
usia 6-11 tahun di Kota Banjarmasin 
mengacu pada struktur organisasi yang 
diatur oleh PERWALI No. 66 Tahun 2022. 
Dalam pelaksanaannya, Dinas Kesehatan 
bekerja sama dengan Dinas Pendidikan 
untuk memastikan kesesuaian kebijakan 
dengan aturan di sekolah. Selain itu, kerja 
sama dengan satuan kerja perangkat 
daerah lain juga dilakukan oleh Dinas 
Kesehatan untuk meningkatkan tingkat 
vaksinasi COVID-19. 

 
b. Matriks Analisis Impelmentasi Kebijakan Program Pencegahan dan Pengendalaian Hipertensi berdasarkan indikator Struktur Birokrasi oleh informan 

Biasa 

Struktur Birokrasi Emik (Sudut Pandang Informan Biasa) Etik (Sudut Pandang Peneliti) I3 I4 I5 I6 
SOP (Standard 
Operating Procedure) 

SOP untuk alur 
pelayanan, 
penyimpanan vaksin, 

SOP untuk 
pelaksanaan vaksinasi 
COVID-19 telah 

Semua SOP yang 
diperlukan telah 
tersedia dan lengkap. 

SOP yang sudah sesuai 
dengan standar yang 
ditetapkan. Untuk pelaporan, 

Informan menyatakan adanya 
SOP untuk pelaksanaan 
Vaksinasi COVID-19 dan sudah 



 

 

dan pembuangan 
limbah telah tersedia 
secara lengkap. 
Monitoring dan 
evaluasi dilakukan 
secara teratur dengan 
melaporkan kepada 
dinas terkait, 
sementara data 
vaksinasi telah 
diintegrasikan ke dalam 
sistem P-CARE. 

tersedia sesuai dengan 
Surat Keputusan 
Kementerian 
Kesehatan yang 
mengatur Petunjuk 
Teknik Pelaksanaan 
Vaksinasi. 

Pelaporan dilakukan 
setiap hari, sedangkan 
monitoring dan 
evaluasi dilakukan 
setiap bulan dan saat 
ada kegiatan 
Lokakarya/Mini 
Lokakarya (lokmin). 

kami menggunakan Pcare, 
sebuah platform yang dapat 
diakses oleh pihak Dinas 
Kesehatan, di mana kami 
mengisi data yang diperlukan. 

dilakukan monitoring dan 
evaluasi. 

Fragmentasi Struktur organisasi 
kami mengikuti struktur 
yang ada di 
Puskesmas. Vaksinasi 
termasuk dalam 
layanan imunisasi, 
sehingga menjadi 
tugas dan tanggung 
jawab dari koordinator 
imunisasi. Puskesmas 
melakukan kolaborasi 
dengan sekolah-
sekolah yang berada di 
wilayah kerjanya. 
Selain itu, puskesmas 
juga menjalin 
kerjasama dengan 
pihak 
kecamatan/kelurahan 
untuk mengadakan 
gerakan vaksinasi 
massal. Tim vaksinator 
kami berperan aktif 
dalam kegiatan 
tersebut. 

Tugas dan tanggung 
jawab pelayanan 
imunisasi berada di 
bawah koordinator 
imunisasi sesuai 
dengan job desk. 
Namun, terdapat tim 
vaksin yang bertugas 
untuk berbagi tanggung 
jawab dalam 
memberikan layanan 
vaksinasi COVID-19. 
Peran lintas sektor 
khususnya kecamatan 
dan kelurahan belum 
berjalan optimal. 

Berdasarkan tim 
vaksinasi, tugas telah 
dibagi berdasarkan 
fungsi masing-masing. 
Meja satu bertanggung 
jawab untuk registrasi 
di loket, meja dua 
dilakukan skrining oleh 
dokter dan gizi, meja 
tiga adalah tempat 
vaksinator beroperasi, 
dan meja empat 
bertugas untuk input 
data. 
Kerjasama lintas sektor 
dengan sekolah dasar 
dan kelurahan. 

Penugasan Tim Vaksin 
dilakukan sesuai dengan 
Surat Keputusan (SK) yang 
telah ditetapkan. Tim saling 
membantu dan turut serta 
dalam pelaksanaan vaksinasi. 
Koordinator Tim membuat 
jadwal pelaksanaan, serta 
melakukan koordinasi dengan 
sekolah dan kelurahan terkait. 

Penanggung jawab dalam 
program vaksinasi pada 
puskesmas merupakan tugas 
koordinator imunisasi. 
Kerjasama lintas sektor 
dilakukan dengan sekolah dasar 
di wilayang puskesmas masing-
masing serta berkoordinasi 
dengan keecamatan dan 
kelurahan 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

Lampiran 11 

SOP Mengenai Distribusi Vaksinasi COVID-19 
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SOP penerimaan dan penyimpanan vaksinasi COVID-19 

 



 

 

 Lampiran 13  
SK PENUNJUKKAN PUSKESMAS DAN FASYANKES LAIN

   



 

 

lampiran 14 

Bukti Dokumentasi Kegiatan Penelitian 
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